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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64 TAHUN 2014 
TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  

I.   UMUM 

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Badan Koordinasi 
Survei dan Pemetaan Nasional menjadi Badan Informasi Geospasial 
serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam  Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi 
Survei dan Pemetaan Nasional, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi 
Geospasial. 

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah 
satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan 
untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi 
ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
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Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi 
Geospasial dengan Peraturan Pemerintah ini. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “produk informasi geospasial 
tematik” adalah produk Informasi Geospasial Tematik yang 
dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain 
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, dan Institusi 
Penelitian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak yang bekerja sama” misalnya 
sentra peta.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 
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